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BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Sebagai Mata Kuliah
Dasar Umum (MKDU) dan Pengembangan Kepribadian (MPK)

Amanat Undang-Undang No 12 tahun 2012, bahwa perguruan tinggi
memiliki otonomi dalam penyusunan kurikulum, namun pada pelaksanaannya
diperlukan rambu-rambu yang sama agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Peserta didik di perguruan tinggi dalam hal ini mahasiswa merupakan
insan dewasa, sehingga dianggap memiliki kesadaran dalam mengembangkan
potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan atau profesional.
Hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan Tinggi dalam UU No 12 tahun
12 yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil,
kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Intinya adalah lulusan yang mampu mengamalkan ilmu pengetahuan
dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan
akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki
dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri
menjadi profesional.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka mahasiswa harus menempuh
pembelajaran Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). MKDU ini telah dinyatakan
sebagai mata kuliah wajib, diantaranya yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan,
dan Bahasa Indonesia. Dalam rangka menyempurnakan capaian pembelajaran,
maka MKDU ditambah dengan bahasa Inggris, Kewirausahaan, dan mata
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kuliah yang mendorong pada pengembangan karakter lainnya, baik yang
terintegrasi maupun individu.

Sejatinya, mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya
adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang
berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah
air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai
bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang
Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indo-
nesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga
negara yang baik dan terdidik (smart and goodcitizen) dalam kehidupan masyarakat,
bangsa, dan negara yang demokratis (Kemenristek Dikti, 2016). Hal ini juga
berarti mengarahkan PKn sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian
mahasiswa.

PKn sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) dinyatakan
dengan tegas dalam beberapa regulasi. Seperti yang termuat dalam Undang-
Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
Pasal 37 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan
dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian
pula pada ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi
wajib memuat pendidikan kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Budaya.

Bahkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan
sebagai mata kuliah wajib. Dinyatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan
adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
RI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka
Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga Negara yang memiliki
rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pada Undang-Undang ini juga menyatakan
bahwa lulusan program sarjana mampu mengamalkan ilmu pengetahuan
dan teknologi melalui penalaran ilmiah sehingga diharapkan akan menjadi
intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau
menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Begitu pula pada Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan
yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau
kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan
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profesi. Apakah profesi yang akan Anda capai setelah menyelesaikan pendidikan
sarjana atau profesional? Perlu Anda ketahui bahwa apa pun kedudukannya,
sarjana atau profesional, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara,
bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan,
maka Anda berstatus warga Negara.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka kelompok mata kuliah
pengembangan kepribadian tersebut wajib diberikan di semua fakultas dan
jurusan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Menjadi pertanyaannya adalah mengapa PKn diposisikan sebagai MPK?
Apa urgensi PKn sebagai MPK? MPK adalah suatu program pendidikan
nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di Perguruan Tinggi
dan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian para
mahasiswa, bertujuan membangun manusia Indonesia yang beriman dan
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian
mant ap, dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan
dan kebangsaan (Iriyanto, 2005).

MPK sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu sebagai pedoman
dan dasar kekaryaan. Seorang lulusan pendidikan tinggi diharapkan mampu
menerapkan bekal pendidikannya sebagai cara-cara penemuan, pisau analisis
(a method of inquiry) dalam memerankan dirinya sebagai pencerah masyarakat,
kehidupan berbangsa dan bernegara (Hamdan Mansoer, 2004).

PKn sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian dikarenakan dapat
membantu mahasiswa-mahasiswi menjadi warga negara yang baik sekaligus
paham antara hak dan kewajiban, dapat hidup berdemokrasi, nasionalis,
dengan dibekali nilai-nilai moral, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat. Mata kuliah PKn juga merupakan pelajaran yang menyelenggarakan
pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, mdan kewarganegaraan
bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga Negara yang sadar
akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat
diandalkan untuk membangun bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 sesuai bidang keilmuan dan profesinya. Akhirnya, mahasiswa
yang juga merupakan bagian dari warga Negara memiliki rasa kebangsaan
dan cinta tanah air, seperti yang dituangkan pada keputusan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu
Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Kepribadian di Perguruan Tinggi.
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Begitu pula bila dicermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan
sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 yang menekankan pada pembentukan warga negara
agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, PKn diharapkan mampu
mengemban misi fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut. Melalui
pengasuhan PKn di perguruan tinggi yang substansi kajian dan materi instruksionalnya
menunjang dan relevan dengan pembangunan masyarakat demokratik berkeadaban,
diharapkan mahasiswa akan tumbuh menjadi ilmuwan atau profesional,
berdaya saing secara internasionasional, warganegara Indonesia yang memiliki
rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

B. Dinamika dan Tantangan PKn

Saat ini seluruh Negara di dunia harus siap menghadapi era globalisasi,
otomatisasi, dan digitalisasi yang disemangati liberalisme mendorong lahirnya
sistem kapitalisme di bidang ekonomi, serta demokrasi liberal di bidang
politik. Dalam praktiknya sistem kapitalisme dan demokrasi liberal yang
disponsori oleh negara-negara maju, mampu menggeser tatanan dunia lama
yang lokal regional menjadi tatanan dunia baru yang bersifat global.

Bahkan mampu menyusup dan mempengaruhi tatanan nilai kehidupan
internal setiap bangsa di dunia. Tarik ulur yang memicu ketegangan saat ini
sedang terjadi dalam internal setiap bangsa, antara keinginan untuk mempertahankan
sistem nilai sendiri yang menjadi identitas bangsa, dengan adanya kekuatan
nilai-nilai asing yang telah dikemas melalui teknologinya (Iriyanto, 2004).

Sejauh mana kekuatan setiap bangsa termasuk bangsa Indonesia untuk
mengadaptasi nilai-nilai asing tersebut. Bagi negara-negara yang sedang berkembang
seperti Indonesia sangat rentan terkooptasi nilai-nilai asing yang cenderung
berorientasi praktis dan pragmatis dapat menggeser nilai-nilai dasar kehidupan.
Kecenderungan munculnya situasi semacam ini sudah mulai menggejala di
kalangan masyarakat dan bangsa Indonesia saat ini.

Banyak usaha yang telah dilakukan, misalnya dilaksanakannya konferensi
internasioanl tentang pendidikan tinggi oleh UNESCO di Paris tahun 1998,
dalam konferensi ini disepakati bahwa perubahan pendidikan tinggi masa
depan bertolak dari pandangan bahwa tanggungjawab pendidikan adalah;
(1) Tidak hanya meneruskan nilai-nilai, mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni, tetapi juga melahirkan warganegara yang berkesadaran tinggi tentang
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bangsa dan kemanusiaan; (2) Mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang
produktif dalam konteks yang dinamis; (3) Mengubah cara berfikir, sikap
hidup, dan perilaku berkarya individu maupun kelompok masyarakat dalam
rangka memprakarsai perubahan sosial yang diperlukan serta mendorong
perubahan ke arah kemajuan yang adil dan bebas.

Untuk itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri agar tidak
tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Pendidikan nasional Indonesia perlu dikembangkan
searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan. Pendidikan nasional
memiliki fungsi sangat strategis yaitu “mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa” Tujuan Pendidikan nasional “ berkembangnya
potensi peserta anak didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Nyatanya, yang tampak adalah sebagian masyarakat, bahkan para elit
yang sudah semakin melupakan peran nilai-nilai dasar yang wujud kristalisasinya
berupa Pancasila dalam perbincangan lingkup ketatanegaraan atau bahkan
kehidupan sehari-hari. Pancasila sudah semakin tergeser dari perannya dalam
praktik ketatanegaraan dan produk kebijakan-kebijakan pembangunan. Praktik
penyelenggaraan ketatanegaraan dan pembangunan sudah menjauh dan terlepas
dari konsep filosofis yang seutuhnya. Eksistensi Pancasila nampak hanya
dalam status formalnya yaitu sebagai dasar negara, tetapi sebagai sistem
filosofi bangsa sudah tidak memiliki daya spirit bagi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Sistem filosofi Pancasila sudah rapuh. Masyarakat
dan bangsa Indonesia kehilangan dasar, pegangan dan arah pembangunan.

Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang serius. Yaitu
persoalan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, lemahnya penegakan
hukum, meningkatnya potensi disintegrasi oleh meningkatnya semangat
primordialisme, perselisihan ideologi, politik, agama, dekadensi moral, kemiskinan
dan pengangguran, serta makin rusaknya lingkungan hidup, semakin mengancam
kelanggengan persatuan bangsa Indonesia.

Hal ini terjadi, karena kurangnya pemahaman seorang warga negara
dalam memahami Pancasila. Pancasila dianggap sebagai sebuah alat legitimasi
kekuasaan Orde Baru yang tidak dapat menyelesaikan krisis yang sedang
dihadapi oleh negara. Pemikiran seperti ini membuat semakin banyak orang
yang menganggap remeh Pancasila, bahkan menjadi anti Pancasila. Kesalahpahaman



6 Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi

seperti ini menjadikan masyarakat telah kehilangan sumber dan sarana orientasi
terhadap nilai sikap anti Pancasila seperti ini dapat menimbulkan masalah
baru dalam masyarakat, yaitu berkurangnya sikap nasionalisme.

Masalah lain yang muncul dari eksternal yaitu yang bersumber dari luar
adalah globalisasi yang di semangati liberalisme mendorong lahirnya sistem
kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Munculnya
sistem baru seperti ini mampu menggeser tatanan dunia lama yang lokal
regional menjadi tatanan dunia baru yang bersifat global. Masuknya nilai
dan sistem-sistem baru dari luar seperti ini menyebabkan terjadinya loncatan
atau pergeseran dalam sistem tata nilai kita. Muncul suatu keraguan untuk
menerima nilai-nilai baru tersebut atau mempertahankan nilai-nilai dasar
yang dipegang oleh negara kita.

Gambar: Pengaruh Globalisasai bagi Dunia (Sumber: Google.com)

Disinilah peran PKn harus dimunculkan sebagai solusi pemecahan masalah
di atas. Dimana PKn mengajarkan bagaimana warga negara itu tidak hanya
tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya
warga negara itu harus toleran dan mandiri. Pendidikan ini membuat setiap
generasi baru memiliki ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian, dan juga
pengembangan karakter publik.

Pengembangan komunikasi dengan lingkungan yang lebih luas juga
tercakup dalam PKn. Meskipun pengembangan tersebut bisa dipelajari tanpa
menempuh PKn, akan lebih baik lagi jika PKn dimanfaatkan untuk pengembangan
diri seluas-luasnya. Rasa kewarganegaraan yang tinggi, akan membuat setiap
orang tidak akan mudah goyah dengan tawaran kejayaan, kekuasaan, dll yang
sifatnya hanya sementara.
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Selain itu, tidak akan mudah terpengaruh secara langsung budaya yang
bukan berasal dari Indonesia dan juga menghargai segala budaya serta nilai-
nilai yang berlaku di Indonesia. Memiliki sikap tersebut tentu tidak bisa
diperoleh begitu saja tanpa belajar. Oleh karena itu, PKn sangat penting
manfaatnya, maka di masa depan harus segera dilakukan perubahan secara
mendasar konsep, orientasi, materi, metode dan evaluasi pembelajarannya.
Tujuannya adalah agar membangun kesadaran para pelajar akan hak dan
kewajibannya sebagai warga negara dan mampu menggunakan sebaik-baiknya
dengan cara demokratis dan juga terdidik.

Mahasiswa adalah seseorang yang menuntut ilmu di tingkat perguruan
tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan
perguruan tinggi. Mahasiswa dianggap mempunyai tingkat intelektual yang
tinggi, cerdas dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Cepat bertindak
dan tepat, selalu berpikir kritis adalah sifat yang sudah melekat dalam mahasiswa,
hal itu merupakan prinsip saling melengkapi (Siswoyo, 2007).

Selama perkuliahan mahasiswa tidak hanya masuk dan mengerjakan
tugas dari dosen saja, tetapi harus mampu melaksanakan serta mengembangkan
ilmu yang telah diterimanya, sehingga memiliki kemampuan untuk mengemban
tanggung jawab intelektual.

Menurut hasil penelitian dari Suranto dan Rusdianti (2018), bahwa
soft skill yang menentukan kesuksesan seseorang dalam kepemimpinan suatu
bisnis. Seperti penelitian Arnata & Surjosepuo (2014) mengemukakan bahwa
di Harvard University Amerika Serikat mengatakan bahwa 20% kesuksesan
seseorang diperkirakan berasal dari intelegensia yaitu kemampuan untuk
belajar dan memahami. Sementara itu, 80% sisanya berasal dari kemampuan
untuk memahami diri sendiri dan berinteraksi dengan orang lain.

Karena masalah hubungan antara warga negara dan pemerintah telah
menjadi masalah/wacana umum bahkan banyak dibicarakan hingga merambah
ke berbagai lapisan masyarakat dan telah menjadi persoalan bersama maka
para mahasiswa sudah seyogyanya dikenalkan pada masalahnya agar mengetahui
dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara sehingga dapat berperilaku
sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang baik adalah warga negara
yang sadar akan hak dan kewajibannya dan berperilaku sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.

Oleh Karena itu, mahasiswa sebagai agen perubahan dalam kehidupan
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bermasyarakat harus mampu menunjukkan pengetahaun, sikap, dan prilaku
yang mencerminkan sebagai warga Negara yang baik yaitu yang menjalankan
keseimbangan antara hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Jangan
hanya biasa menuntut hak, akan tetapi kewajiban tidak dilaksanakan.

Gambar 2: Mahasiswa sebagai Agen Perubahan (Sumber: Dunia Kampus-wordpress.com

C. Pancasila sebagai Nilai Dasar PKn untuk Berkarya Bagi
Lulusan Perguruan Tinggi

PKn sebagai mata kuliah Pengembangan Kepribadian juga sebagai pendidikan
nilai di Perguruan Tinggi memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai
pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi (PT). PKn sebagai MPK
diarahkan mampu mengemban misi tersebut. Konsekuensinya adalah keseluruhan
materi program pembelajaran PKn harus mengandung nilai-nilai Pancasila.

Nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi
pengembangan kekaryaan setiap lulusan PT. Dikarenakan Pancasila merupakan
dasar nilai bagi bangsa Indonesia dalam kehidupannya.

Apalagi bagi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang harus
mengintegrasikan nilai Islam dan ilmu pengetahuan, memadukan IPTEK
(ilmu pengetahuan teknologi) dan IMTAK (iman dan takwa) untuk mempersiapkan
lulusan berkarakter tangguh dalam menghadapi tantangan zaman serta memiliki
keunggulan kompetitif dalam persaingan global.

Hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa Nilai Ketuhanan (agama) harus
menjadi dasar dalam pengembangan PKn, nyatanya, pengajaran dan pembelajaran
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berdasarkan agama masih terbatas dalam dalam menanamkan dan meningkatkan
karakter bangsa (Asyafah, 2014).

Peran nilai-nilai dalam setiap Sila Pancasila yang dijelaskan dalam buku
Modul Kuliah Kewarganegaran (Kemendikbud, 2012) adalah:

1. Nilai Ketuhanan dalam Sila Ketuhanan YME: melengkapi ilmu pengetahuan
menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa
dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya
dan bukan pusatnya. Faham nilai ketuhanan dalam Sila Ketuhanan YME,
tidak memberikan ruang bagi faham ateisme, fundamentalisme dan ekstrimisme
keagamaan, sekularisme keilmuan, antroposentrisme dan kosmosentrisme.

2. Nilai Kemanusiaan dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab: memberi
arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus
didasarkan pada tujuan awal dit emukan ilmu atau fungsinya semula,
yaitu untuk mencerdaskan, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia,
ilmu tidak hanya untuk kelompok, lapisan tertentu.

3. Nilai Persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia: mengkomplementasikan
universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga supra sistem tidak mengabaikan
sistem dan sub sistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk
kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi.
Nilai Persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia sesnsinya adalah pengakuan
kebhinnekaan dalam kesatuan: koeksistensi, kohesivitas, kesetaraan, kekeluargaan,
dan supremasi hukum.

4. Nilai Kerakyatan dalam Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu
pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi
penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dapat
dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian sampai
penerapan massal. Nilai Kerakyatan dalam Sila 4 ini esensinya adalah
menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban. Tidak memberi
ruang bagi faham egoisme keilmuan (puritanisme, otonomi keilmuan),
liberalisme dan individualsime dalam kontek kehidupan.

5. Nilai Keadilan dalam Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
menekankan ketiga keadilan Aristoteles: keadilan distributif, keadilan
kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan
antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepent ingan individu
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tidak boleh terinjak oleh kepent ingan semu. Individualitas merupakan
landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi.

Kelima dasar nilai tersebut sebagai pedoman dan sumber orientasi
dalam penyusunan dan pengembangan substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan
di Perguruan Tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai MPK mencerminkan
pendidikan demokrasi, HAM dan persoalan kewarganegaraan lainnya berperspektif
Pancasila. Jadi, meskipun setiap bangsa sama-sama menyebut Pendidikan
Kewarganegaraan sebagai civic education, democracy education, civil education
dsb, tetapi arah pengembangan kompetensi keilmuan PKn di perguruan
tinggi Indonesia memiliki karakter sendiri, yang notabenenya merujuk pada
nilai Pancasila, akan tetapi hal utama dari nilai tersebut adalah nilai Ketuhanan
atau nilai agama.

Sehingga setelah mempelajari PKn diharapkan mahasiswa mampu menjadi
warga Negara yang berpikir kritis dan bersikap dan bertindak demokratis.
Meminjam ungkapan Zamroni (2003) yaitu warga Negara yang “mudah dipimpin
tapi sulit dikendalikan, mudah diperintah tapi sulit untuk diperbudak”.

Bahan Diskusi:

- Pernahkah saudara memikirkan atau memimpikan menjadi seorang
sarjana atau profesional? Seperti apa sosok sarjana atau profesional
itu? Apa itu sarjana dan apa itu profesional? Coba kemukakan secara
lisan berdasar pengetahuan awal Anda.

- Mengapa pendidikan kewarganegaraan penting dalam pengembangan
kemampuan utuh sarjana atau profesional?

- Mengapa Pancasila dikatakan sebagai Nilai Dasar PKn dalam mengembangkan
lulusan perguruan tinggi?
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